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“PARI PASSU”

alam bahasa Latin, terdapat suatu frasa yang menunjukkan kesetaraan, yang

disebut “pari passu.” Prinsip ini penting di dalam diskursus hukum karena

hukum secara in abstracto, sebagaimana ditampilkan melalui peraturan
perundang-undangan, adalah tolok ukur perilaku yang senantiasa sama (equal) bagi
setiap orang. Dari sini muncul asas fundamental yang menjunjung tinggi persamaan
kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 kita
mengaksentuasi hal ini dengan redaksi sebagai berikut: “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan ity dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip pari passu yang serba-ideal ini, sayangnya, tidak selalu mengejawantah
sebagaimana mestinya dalam dimensi in concreto. Berbagai tulisan di dalam edisi
Jurnal Yudisial kali ini, memperlihatkan hal itu secara kasatmata. Hubungan antar-
subjek hukum di berbagai area hukum, sejak awal sudah meragukan asumsi kesetaraan
tadi. Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan jelas-jelas menunjukkan kondisi
ketidak-idealan ini, sehingga fondasi untuk bidang hukum ini terpaksa harus berada
dalam dua pijakan sekaligus: (1) privat (terkait perjanjian kerja antara pekerja/buruh
dan majikan/pelaku usaha); dan (2) publik (terkait rumusan hak dan kewajiban yang
berlaku secara heteronom melalui campur tangan negara). Artikel pertama dalam Jjurnal
edisi kali ini menyajikan topik menarik tersebut ke hadapan pembaca.

Gugatan terhadap prinsip kesetaraan inj Juga mewarnai isu-isu lain dalam tulisan-
tulisan berikutnya. Kesetaraan dalam hubungan antar-lembaga tinggi negara, misalnya,
ikut dibahas dalam topik tentang penggunaan hak angket. Kesetaraan dalam filosofi
pemidanaan, mengangkat korelasi antara jerih payah dalam upaya pemberantasan
korupsi dan besaran nilai kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
Kesetaraan dalam prosedur pembuktian di pengadilan, menyinggung tentang jaminan
penghormatan atas hak-hak korban dan masyarakat dalam penegakan hukum pidana
vis-a-vis dengan perlindungan terhadap hak asasi pelaku agar tidak terampas secara
semena-mena. Salah satu artikel dalam jurnal ini menyebut kesetaraan ini sebagai asas

proporsionalitas.

Jurnal Yudisial inipun pada hakikatnya juga mengedepankan prinsip pari passu dalam
penyebaran substansi pemikirannya. Tidak ada niat di dalam penerbitan Jurnal Yudisial
selama ini untuk mendegradasi peran pihak manapun, khusus para hakim yang telah
bekerja keras melahirkan putusan-putusan berkualitas. Analisis putusan yang dilakukan
oleh para penulis, justru merupakan bagian dari “rasa memiliki” dan kepedulian
terhadap keberadaan putusan-putusan tersebut sebagai salah satu sumber formal hukum
Indonesia. Para penulis ini secara bertanggung jawab diberi ruang yang luas untuk




mendiseminasi pandangan-pandangan mereka, tanpa harus terafiliasi dengan sikap

resmi dari lembaga Komisi Yudisial.

Akhirul kalam, menjelang pengakhiran kalender 2018 Masehi, segenap tim pengelola
Jurnal Yudisial menghaturkan terima kasih kepada para penulis yang telah berpartisipasi
menyumbangkan karya-karya mereka sejak kehadiran jurnal ini, demikian pula kepada
para pembaca yang telah meluang waktu menyimak tulisan-tulisan ini dengan saksama.
Semoga kontribusi sederhana berupa penerbitan jurnal ini dapat bermanfaat untuk ikut
mengangkat harkat dan martabat profesi luhur yang diemban para hakim dan insan

yudisial di Indonesia.

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

Vi




Vol. 11 No. 3 Desember 2018 p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KERJA

DAN AMBIGUITAS PERTIMBANGAN HUKUM

MAHKAMAHKONSTITUSI ..... A ——— . 267-289
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Ayunita Nur Rohanawati & Dian Agung Wicaksono

Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

TIDAK DINAMIS NAMUN TERJADI DINAMIKA

DALAM HALUJIKONSTITUSIONALNORMA ZINA ... 291-306
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

Iskandar Muda

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI

MODERASI PANDANGAN HUKUM DIAMETRAL .....coeueueeeererenenns 307-325
Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS

Faiq Tobroni

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

URGENSI PEMERIKSAAN AHLI JIWA

DALAM KASUS KEKERASAN PSIKIS

DALAM RUMAH TANGGA .....cccceevvivcuenesnne 327-345
Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj

Y. A. Triana Ohoiwutun & Surjanti

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY

DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ...... o . 347-366
Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR

Ade Mahmud

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung

Vi




PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK

UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI 367-384
Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo

Rio Christiawan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta

HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT : 385-406
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Mei Susanto

Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Vil




URGENSI PEMERIKSAAN AHLI JIWA DALAM
KASUS KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj

THE URGENCY OF PSYCHIATRIC EXAMINATION IN
A CASE OF DOMESTIC EMOTIONAL ABUSE

An Analysis of Court Decision Number 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj

Y. A. Triana Ohoiwutun & Surjanti
Fakultas Hukum Universitas Jember
J1. Kalimantan No. 37 Tegalboto, Jember 68121
E-mail: anaohoiwutun@ymail.com; surjanti.unita@gmail.com

Naskah diterima: 15 Januari 201 8; revisi: 13 November 201 8, disetujui: 6 Desember 2018

http://dx.doi.org/lO.29123/jy.v1 1i3.300

ABSTRAK

Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj memutus
perkara tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah
tangga yang tidak didasarkan pada keterangan ahli jiwa.
Tindak pidana kekerasan psikis dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga diformulasikan sebagai delik
materiil, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan
pelaku yang berakibat pada trauma psikis korban itulah
yang seharusnya dapat dibuktikan. Fokus permasalahan
yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli jiwa
dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj,
dan hubungan antara pemeriksaan ahli jiwa dengan
tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
Data penelitian dianalisis secara kualitai§. Putosan
Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj tidak berbasis
pada pemeriksaan ahli jiwa, padahal hanya ahli jiwa
yang dapat menguji secara ilmiah kebenaran adanya
trauma psikis. Pemeriksaan ahli jiwa dapat diberikan
oleh psikolog atau psikiater untuk tujuan menemukan
kebenaran materiil. Urgensi pemeriksaan ahli jiwa
terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga,

bertujuan untuk menentukan adanya hubungan kausal
antara perbuatan terdakwa dengan trauma psikis
korban, dan adanya hubungan kausal antara trauma
psikis sebagai akibat perbuatan terdakwa itulah yang
mengindikasikan adanya kesalahan yang berkorelasi
dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus
kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kata kunci: ahli jiwa, kekerasan psikis, kekerasan rumah
tangga.

ABSTRACT
Decision Number 173/Pid.Sus/201 4/PN.Lmj proceeds

a case of psychological domestic violence that are not
based on information from psychologists. Crime of
emotional abuse in Law Number 23 of 2004 concerning
the Elimination of Domestic Violence is Jormulated as
substantive offense, and the causal relationship between
e qferiatr § conditcr resulting in psychological trauma
of the victim should be proven. The Jocus of the problem
includes the urgency of the psychiatrist’s information in
Decision Number 173/Pid.Sus/201 4/PN.Lmj, and the

correlation between the examination of psychiatrists
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and criminal acts of domestic emotional abuse. This is
a normative juridical method research with qualitative
data analysis. Decision Number 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj is not based on psychiatric examinations,
whereas, only psychologists can scientifically examine
the truth of psychological trauma. Psychiatric
examination can be provided by a psychologist for
the purpose of finding the substantial truth. The

urgency of psychiatric examination on the victim of

domestic emotional abuse aims to determine the os
relationship between the criminal act of the defemsio
and the psychological trauma of the victim; amé | b
causal relationship between psychological traumss &
a result of the defendant’s crime indicates an error fh

correlates with criminal liability in such cases.

Keywords: psychiatrist, emotional abuse, domeste

abuse.

I.  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Prinsipnya Pancasila dan UUD NRI 1945
memberikan jaminan hak pada setiap warga
negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas
dari segala bentuk kekerasan. Konsiderans
sebagai dasar pembentukan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan,
bahwa segala bentuk kekerasan, terutama
kekerasan dalam rumah tangga, merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi yang harus dihapus.

Merujuk pada konsiderans Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004, membahas permasalahan
kekerasan dalam rumah tangga sama halnya
membahas pelanggaran hak asasi manusia, dan
membahas Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj
kejahatan

sama halnya kita peduli dengan

terhadap martabat kemanusiaan,
apalagi kekerasan itu dilakukan oleh seorang

anak terhadap ibu kandungnya.

Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj
memeriksa perkara seorang terdakwa dewasa
(usia 20 tahun) bernama AW. Putusan Pengadilan
Négeri Lumajang tanggal 13 Juli 2015 memutus
AW dipidana karena terbukti bersalah melakukan

tindak pidana kekerasan dalam rumah tansss !
sebagaimana ditentukan di dalam Undame
Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kasus posss
bermula dari AW yang terbukti secara sdin
melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumssin ‘.
tangga pada tanggal 9 Januari 2015 sekitar pulml
19.30 WIB. Kekerasan dilakukan oleh AW
terhadap saksi korban, yaitu S (ibu kandung AW).

Penuntut umum dalam Putusan Nomaor
173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj mengajukan dakwaam
secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu bahwa
terdakwa AW pada tanggal 9 Januari 2015
sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempas
di rumah orangtua terdakwa di Dusun Krajam.
Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasiriam
Kabupaten Lumajang, ketika itu terdakwa AW
pulang dari sebuah kafe dan meminta uang pada
D (kakek terdakwa AW), tetapi dilarang oleh
S. Adanya larangan dari ibunya tersebut, yang
membuat terdakwa AW marah dan kemudiam
mengambil sebilah sabit yang berada di dapur
lalu diacungkannya pada S.

D yang menyaksikan peristiwa tersebut
kemudian memeluk AW dari belakang, yans
pada saat itu AW sudah membawa sabit dam
hendak membacok S. Dari fakta yang terungkap

di persidangan, D meminta pada S untuk segera
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berlari menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa
AW ke luar rumah, dan didatangi oleh saksi P
yang berusaha menenangkan terdakwa AW, dan
selanjutnya terdakwa AW melempar sabit tersebut
dan meninggalkan rumah. Akibat dari perbuatan
terdakwa AW, saksi korban S dibayangi rasa

ketakutan dan merasa jiwanya terancam.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum
yang dibuat secara alternatif, perbuatan terdakwa
AW diancam: kesatu, Pasal 5 huruf b jo. Pasal 45
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
atau dakwaan kedua Pasal 355 ayat (1) ke-1
KUHP. Konsekuensi yuridis dakwaan alternatif
adalah hakim tidak terikat pada satu dakwaan,
namun hakim memiliki keleluasaan untuk
memilih alternatif di antara dua perbuatan yang

didakwakan tersebut.

Fakta yang terungkap di persidangan,
hakim menyatakan bahwa dakwaan alternatif
kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan,
schingga terdakwa AW haruslah dibebaskan dari
dakwaan kedua. Dakwaan alternatif kesatu Pasal
5 huruf b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 unsur-unsurnya meliputi:
1) setiap orang; dan 2) melakukan perbuatan
kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan terdakwa AW yang terbukti secara
sah dan meyakinkan sebagaimana disebutkan
dalam dakwaan kesatu, yaitu melakukan
perbuatan melanggar “kekerasan psikis dalam
rumah tangga” terhadap S ibu kandungnya. Hakim
dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj
menjatuhkan sanksi pidana penjara selama lima
bulan. Dakwaan penuntut umum, yaitu melanggar
Pasal 5 huruf b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 yang diformulasikan sebagai

delik materiel, menentukan kualifikasi larangan
perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga.
Konsekuensi yuridis formulasi delik yang
dirumuskan secara materiel, mensyaratkan adanya
akibat dari perbuatan yang dilarang haruslah
dapat dibuktikan. Hal yang menarik untuk dikaji
dari Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj
adalah adanya akibat dari kekerasan psikis yang
dilakukan oleh terdakwa AW terhadap S justru

tidak dibuktikan dalam pemeriksaan perkara.

Dalam konteks unsur perbuatan kekerasan
psikis dalam lingkup rumah tangga, adanya akibat
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis berat, seharusnya
dapat dibuktikan dalam Putusan Nomor 173/
Pid.Sus/2014/PN.Lmj. Secara ilmiah, adanya
penderitaan psikis berat korban itulah yang
penting untuk dijelaskan oleh ahli jiwa dalam
pembuktian perkara, namun demikian, penentuan
adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga
justru tidak diberikan oleh ahli jiwa, dan hakim
dalam pertimbangannya tidak menyebutkan
pentingnya keterangan ahli jiwa dalam kasus

kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan psikis yang
dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya
Jelas perbuatan yang tidak etis dan tidak bermoral,
sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2014:
92), bahwa antara etis atau moral, hukum dan
keadilan merupakan suatu rangkaian yang tidak
terpisahkan untuk menciptakan tercapainya

kedamaian dan kebahagiaan pada setiap orang.

Perbuatan terdakwa AW memang tidak
bermoral, bahkan patut dikecam, dan rasa
keadilan yang harus diperoleh semua pihak sudah
seharusnya dapat diuji kebenaran materielnya

melalui mekanisme pemeriksaan perkara pidana
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oleh hakim. Hakimlah ujung tombak penegakan

hukum di Indonesia yang seharusnya berperan
serta dalam mewujudkan keadilan yang berbasis
pada penemuan kebenaran materiel dalam setiap
pemeriksaan perkara pidana, namun demikian
trauma psikis korban sebagai akibat dari
perbuatan terdakwa AW justru tidak dibuktikan
oleh ahli jiwa dalam pemeriksaan Putusan Nomor
173/Pid.Sus/2014/PN.Lm;.
tidak keliru, karena KUHAP menganut sistem

Hakim = memang

pembuktian negatief wettelijk bewijs, di mana
dalam memutus perkara hakim harus yakin atas
kesalahan terdakwa. Dalam pertimbangan yang
memberatkan, hakim memang meyakini adanya
trauma korban yang disebabkan oleh perbuatan
terdakwa, namun demikian keyakinan hakim

tidak berbasis pada keterangan ahli jiwa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

sebagai dasar hukum dalam setiap kasus
kekerasan dalam rumah tangga memformulasikan
ruang lingkup perbuatan “kekerasan psikis”
sebagai delik materiel, schingga pemeriksaan
ahli jiwa bersifat conditio sine qua non.
Fenomena tidak adanya keterangan ahli jiwa
dalam pembuktian kasus kekerasan psikis dalam
rumah tangga perlu dicermati dan dikritisi dalam
pemeriksaan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj, dan dalam kajian ini penulis tertarik
menyandingkannya dengan Putusan Nomor 79/
PID.SUS/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 84/

Pid.Sus/2017/PN.Kng.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada beberapa permasalahan
terkait dengan Putusan Nomor 173/Pid.
Sus/2014/PN.Lmj sebagaimana dikemukakan
dalam latar belakang masalah, fokus utama

permasalahan yang perlu dikaji khususnya

dalam rangka penemuan kebenaran materiel
adalah bagaimanakah hubungan kausal antara
keterangan ahli jiwa dengan kekerasan psikis
dalam rumah tangga dalam pembuktian Putusan
Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lm;?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dengan fokus
penelitian mengenai Putusan Nomor 173/Pid.
Sus/2014/PN.Lmj adalah untuk memahami dan
menganalisis mengenai urgensi pemeriksaan ahli
jiwa dalam kasus perkara kekerasan psikis dalam
rumah tangga, khususnya terkait dengan upaya
untuk menemukan kebenaran materiel sebagai
kebenaran yang dituju dalam setiap pemeriksaan
perkara pidana; untuk itu, adanya interaksi dan
dependensi antara keterangan ahli jiwa dengan
tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah
tangga menempati posisi yang penting dalam

pembuktian perkara.

Manfaat dan kegunaan kajian mengenai
Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj adalah
secara teoritis diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran secara filosofis konseptual
mengenai pentingnya pembuktian yang berbasis
pada kebenaran ilmiah, sedangkan secara praktis
diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak
hukum dalam mengambil keputusan mengenai
pentingnya pemeriksaan kejiwaan, baik pada
tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara
maupun pada tahap penuntutan dan pemeriksaan
pengadilan, khususnya dalam  menangani
kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara

kekerasan psikis dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Pembedaan delik ke dalam bentuk delik

formal dan delik materiel tidak terlepas dari
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makna yang terkandung dari istilah “perbuatan.”
Menurut Hiariej (2016: 136), dalam istilah
perbuatan mengandung dua hal, yaitu kelakuan
atau tindakan dan akibat; agar mudah dipahami
dapatlah dikatakan bahwa delik formal adalah
delik yang menitikberatkan pada tindakan;

sedangkan delik materiel adalah delik yang
menitikberatkan pada akibat. Lebih lanjut Hiariej
(2016: 166) menyatakan bahwa: “de leer van de
causaliteit atau teori hubungan kausalitas teramat
penting dalam menentukan pertanggungjawaban
untuk delik-delik yang dirumuskan secara

materiel, karena akibat

yang ditimbulkan
merupakan unsur delik.”

Menurut Moeljatno (Sofian, 2018: 146),

dari konsepsi ajaran kausalitas itu terletak dalam.

dirasakan oleh pancaindra dan berada di area
kesalahan; sedangkan ajaran kausalitas sebagai
faktor penyebab yang menentukan ukurannya
menggunakan akal atau logika; suatu kelakuan
dapat ditentukan sebab dari suatu akibat jika
dengan adanya kelakuan tadi dan mengingat
Sompleks keadaan setelah terj adinya akibat (post
Jactum) ternyata menurut logika menurut akal
@apat dipastikan bahwa keadaan lalu berubah
menuju kepada timbulnya akibat.

Dalam alasan pertimbangannya Undang-
Umdang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan,
- Bmlwz korban kekerasan dalam rumah tangga,
W*akan adalah perempuan, harus mendapat
eimdungan dari negara dan/atau masyarakat
* ierhindar dan terbebas dari kekerasan atau

tmmman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan

merendabikan derajat dan mhariabat

= & Reber (2010: 764) dalam

lapangan lahir, yaitu hubungan yang dapat,_:;

MMgl menyebutkan, bahwa psikis psikis

menurut perspektif kata sifat dimaknai secara
umum dan longgar, berkaitan dengan pikiran
yang sifatnya mental, dan/atau pribadi, dan
dimensi kepribadian; sedangkan trauma psikis,
merupakan sebuah istilah umum yang digunakan
bagi pengalaman psikologis menyakitkan apapun,
biasanya digunakan dengan implikasi kalau
pengaruh pengalaman bertahan lama dan bahwa

la mengganggu fungsi-fungsi yang normal.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 menentukan, bahwa kekerasan dalam
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat
pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

secara fisik, seksual, psikologis,
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
‘dalam lingkup rumah tangga. Merujuk pada Pasal
1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004, formulasi Pasal 5 menentukan ada empat
bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga,
yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Ruang lingkup kekerasan psikis sebagai
fokus dalam penulisan ini, ditentukan di dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Menurut Rodliyah & Salim (2017: 250), akibat

dari perbuatan kekerasan psikis adalah: tidak
menimbulkan penyakit, atau halangan uwatuk

men)alankan pekerjaan jabalan, atau mata

pencaharian, atau kegiatan sehari-hari.

Adanya akibat dari perbuatan kekerasan

haruslah  dapat  dibuktikan

dalam

ssam Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis (V. A Teiana Qbatscm it
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pemeriksaan perkara. Dari perspektif hukum, baik psikolog maupun psikiater sangatish
bukti atau bewijs menurut Marwan & Jimmy diperlukan dalam pembuktian mengenai akibas

2008 113) adelalr sequaty yang digunaan

untuk menyatakan kebenaran tentang suatu

peristiwa. Makna pembuktian tidak dijelaskan
di dalam KUHAP, namun Pasal 66 KUHAP
menentukan bahwa tersangka atau terdakwa
tidak diserahi beban pembuktian. Pasal 183
KUHAP menentukan bahwa: “hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP mengindikasikan
bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah
pembuktian berdasar undang-undang secara
negatif (negatief wettelijk bewijs), sebagaimana
dikemukakan oleh Hiariej (2012: 17), bahwa:
“sistem peradilan pidana Indonesia menganut
negatief wettelijk bewijs theorie.” Adapun alat
bukti yang ditentukan dalam rangka pembuktian
menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi:
(a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c)
surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa.
alat bukti tidak

mempunyai kekuatan mengikat, artinya hakim

Keterangan ahli sebagai

tidak harus meyakini keterangan ahli.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan
dalam rumah tangga sebagai suatu perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga. Terkait
dengan perbuatan yang berakibat pada timbulnya
kesengsaraan psikologis atau kekerasan psikis
pada korban dalam kasus kekerasan dalam

rumah tangga, maka pemeriksaan ahli jiwa,

dart perbuatan pelaku. Keterangan psikolog dam'
atau psikiater dapat diberikan secara tertulis atam

secara lisan di pengadilan.

Menurut Gerungan (2009: 1) arti psikologs
sama dengan ilmu jiwa, karena kata “psikologi™
mengandung kata psyche dalam bahasa Yunani
berarti jiwa, dan kata logos berarti ilmu
Dengan demikian, istilah ilmu jiwa merupakan
terjemahan secara harfiah dari istilah psikologi.
Menurut Ohoiwutun (2016a: 114):

“ilmu jiwa kita gunakan dalam arti yang
lebih luas daripada istilah psikologi.
Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran,
pengetahuan, tanggapan, dan juga meliputi
segala khayalan dan spekulasi mengenai
Jiwa itu. Psikologi meliputi ilmu jiwa yang
diperoleh secara sistematis dengan metode-
metode ilmiah. Istilah ilmu jiwa merujuk
pada ilmu jiwa pada umumnya; sedangkan
psikologi merujuk pada ilmu jiwa yang
ilmiah.”

Menurut Djamali (1984: 12), psikologi
sebagai ilmu mengenai tingkah laku manusia
dalam pelaksanaannya memfokuskan pada
tingkah laku individu. Disamping bantuan disiplin
psikologi, ilmu psikiatri juga diberdayakan dalam
praktik penegakan hukum pidana terkait dengan
aspek kejiwaan, baik pemeriksaan terhadap
pelaku, maupun korban tindak pidana. Menurut
Soewadi (Ohoiwutun, 2016a: 112), peran psikiatri
di dalam hukum meliputi:

“membantu  lembaga peradilan dalam

menentukan kondisi kesehatan mental

seseorang, membuat visum et repertum
psychiatricum, membuat surat keterangan
kesehatan jiwa, sebagai saksi ahli dalam
peradilan, memberikan informasi pada
masyarakat luas tentang pentingnya
pemeriksaan psikiatrik, membantu

perlindungan pengobatan, dan perawatan
penderita gangguan jiwa.”
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Merujuk pendapat mengenai peranan ahli
jiwa dalam pemeriksaan perkara pidana, maka
bantuan psikolog dan psikiater dalam melakukan
pemeriksaan  terhadap korban  kekerasan
psikis dalam rumah tangga semata-mata untuk
menemukan kebenaran materiel. Eksistensi
psikolog dan psikiater dalam pemeriksaan
perkara pidana dapat memberikan kontribusi
tersendiri dalam sistem peradilan pidana, dan
dalam aplikasinya pilihan ahli jiwa dalam
penegakan hukum di Indonesia bergantung pada

kewenangan instansi yang bertanggung jawab

dalam pemeriksaan perkara.

II. METODE

Penulisan ini berbasis pada penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu
pada norma hukum dengan menggunakan data
sekunder. Menurut Diantha (2016: 12), metode
penelitian hukum normatif meneliti hukum dari
perspektif internal dengan objek penelitiannya
adalah norma hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian
terdiri dari bahan hukum yang merupakan data
sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan
Bukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Menurut Marzuki (2014: 181 & 196), “bahan
Sskum primer merupakan bahan hukum yang
mempunyai sifat autoritatif, artinya memiliki
.~ mmonitas tertentu” dan “bahan hukum sekunder
' Werzuna untuk  memberikan ke
‘ amh mana peneliti melangkah.” Bahan hukum

“petunjuk”

Semmer digunakan dalam memberikan berbagai
IJm:m yang diperlukan untuk memperjelas
‘ alahan yang berkaitan dengan peristilahan
me memerlukan penjelasan.

Bahan hukum primer yang digunakan
mme peraturan perundangan yang meliputi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan
Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj; di samping
itu sebagai bahan perbandingan eksistensi
pemeriksaan ahli jiwa dalam pemeriksaan perkara
kekerasan psikis dalam rumah tangga disertakan
pula Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.MDN
dan Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Kng

yang telah berkekuatan hukum tetap.

Isu hukum pada Putusan Nomor 173/Pid.
Sus/2014/PN.Lmj adalah isu yang berada pada
ranah hukum pidana. Menurut Diantha (2016:
112), pada bidang hukum pidana, minimal harus
memahami sifat hukum pidana sebagai hukum
prohibitor dengan bentuknya yang khas, yakni
tertulis. 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor

dipilih sebagai studi kasus, karena telah adanya
sifat autoritatif putusan. Pendekatan kasus
yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio
decidendi hakim, sehingga mengambil suatu
putusan tertentu.

Menurut Marzuki (2014: 119), ratio
decidendi adalah alasan-alasan hukum yang
digunakan oleh hakim untuk sampai pada
putusannya. Pendekatan kasus terkait dengan
Putusan 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj

bukanlah merujuk kepada diktum putusan

Nomor

pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio
decidendihakim, yang dalam kajian disandingkan
pula dengan Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/
PT.MDN dan Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/
PN.Kng.

Studi kepustakaan merupakan cara yang

ditempuh dalam mengumpulkan data, yaitu
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berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sHudtr, dba badan  fubum tersier. Oata

dianalisis secara kualitatif, menurut Muhammad
(Ohoiwutun, 2015: 9) yaitu dari data yang telah
dikumpulkan kemudian di-sistematisir, dinilai
berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang
berlaku serta kenyataan yang terjadi.

Fokus penelitian mengenai eksistensi ahli
jiwa dalam pemeriksaan kejahatan kekerasan
psikis dalam rumah tangga, dianalisis datanya
secara deskriptif kualitatif. Analisis data secara
deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara
menjelaskan mengenai urgensi pemeriksaan
ahli jiwa, khususnya dalam rangka menemukan
kebenaran materiel, yang bermuara pada

penentuan  adanya  kesalahan  terdakwa,
pertanggungjawaban pidana dan berakhir pada

penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana
wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu
berkaitan dengan hukum pidana materiel dan
hukum pidana formal. Hukum pidana formal atau
hukum acara pidana merupakan proses yang harus
dilalui dalam setiap penegakan hukum pidana.
Demi mencapai tujuan pencarian dan penemuan
kebenaran materiel, hukum pidana tidak dapat
menghindarkan diri dari adanya interaksi dan
bahkan dependensi dengan disiplin ilmu lain di
luar hukum pidana.

Menurut Sudarto (1986: 106), “tekanan
harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran
materiil, dan dalam mencari kebenaran ity
dilalui jalan yang panjang ialah pemeriksaan
kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya di sidang
pengadilan.” Merujuk pada pendapat Sudarto,

Jalan panjang dalam mencari kebenaran materiel

kejahatan

pertanggungjawaban
dikemukakan oleh Ohoiwutun (2017: 43):

itu, menempatkan posisi pemeriksaan kepolisiam

sebagai langkah awal yang strategis dalam
pemeriksaan perkara pidana. |

Sebagaimana disebutkan pada Bab I huruf

D, bahwa: “eksistensi psikolog dan psikiater dalam
pemeriksaan perkara pidana dapat memberikan
kontribusi tersendiri dalam sistem peradilan
pidana, dan dalam aplikasinya pilihan ahli jiwa
dalam penegakan hukum di Indonesia bergantung
pada kewenangan instansi yang bertanggung
jawab dalam pemeriksaan perkara.” Kontribusi
keterangan ahli jiwa dalam pemeriksaan perkara
pidana, baik terhadap korban maupun pelaku
tindak pidana inilah yang berperan penting
dalam menentukan adanya kesalahan dan sifat
melawan hukumnya perbuatan. Dalam kasus

tertentu, diperlukan pemeriksaan

ahli jiwa, baik terhadap pelaku maupun korban
untuk menentukan hakikat dari perbuatan dan
akibatnya. FEksistensi keterangan ahli jiwa
berkorelasi dengan penentuan kesalahan dan

pidana,  sebagaimana

“dalam pertanggungjawaban pidana, ada
hubungan erat antara unsur kesalahan
dan sifat melawan hukum, dan apabila
perbuatan yang dilakukan tidak bersifat
melawan hukum, maka perbuatan tersebut
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
pelaku. Pada prinsipnya tidak mungkin ada
kesalahan tanpa ada unsur melawan hukum.
Faktor kesalahan merupakan unsur penting
penentu pertanggungjawaban pidana yang
harus dibuktikan dalam penegakan hukum
pidana.”
Dalam hakim

pertimbangan yang

memberatkan, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj
terdakwa AW menyebabkan trauma kepada

menyatakan ~ bahwa:  “perbuatan

saksi S; dan sebagai seorang anak seharusnya

terdakwa menghormati dan menyayangi orang
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tuanya, akan tetapi terdakwa justru mengancam
orang tuanya dengan sabit”; di samping itu,
dalam pertimbangan yang memberatkan juga
dinyatakan: “akibat perbuatan terdakwa tersebut
saksi S mengalami trauma dan selalu khawatir
apabila tiba-tiba terdakwa kembali melakukan
perbuatannya tersebut, sehingga saksi S kemudian
melaporkan terdakwa ke Polsek Pasirian.”

Adanya trauma S yang disebabkan karena
perbuatan terdakwa AW merupakan unsur
kesalahan yang seharusnya dibuktikan dalam
pemeriksaan perkara, dan adanya kesalahan
inilah yang menjadi “parameter” penentu
pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan
sebagai unsur subjektif yang dilakukan oleh
terdakwa AW berupa perbuatan ’mengancam
orang tuanya (S) dengan sabit,” adalah perbuatan
yang jelas bersifat melawan hukum sebagaimana
ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004, dan adanya trauma S inilah
yang seharusnya dibuktikan dalam pemeriksaan
perkara.

Dalam konteks pembuktian perkara pidana
menurut Hiariej (2012: 37), rumusan delik
dalam suatu undang-undang, selain merupakan
perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi
unjuk bukti. Artinya, yang harus dibuktikan oleh
penuntut umum di pengadilan adalah unsur-unsur
dalam suatu rumusan delik yang didakwakan
k=pada tersangka.

Tindak pidana yang dilarang menurut
Diantha (2016: 113), harus dirumuskan dengan
las di dalam pasal-pasal pidana, dan ini
mempunyai akibat jika tidak dilarang berarti
Soleh, larangan harus dirumuskan dengan

! gasti, tegas, dan jelas. Merujuk pada pendapat
. SSariej dan Diantha, jelaslah, bahwa sebagai
- perwujudan asas legalitas adanya trauma S inilah

yang dilarang dan seharusnya dibuktikan dalam
pemeriksaan perkara kekerasan psikis dalam
rumah tangga sebagaimana ditentukan di dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dasar hukum dakwaan penuntut umum
adalah Pasal 5 huruf b jo. Pasal 45 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal
5 huruf b menyatakan bahwa: “setiap orang
dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah
tangganya, dengan cara kekerasan psikis.” Pasal
45 ayat (1) menyatakan bahwa: “setiap orang
yang melakukan perbuatan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurufb dipidana dengan
pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda
paling banyak Rp9.000.000,-”

Dakwaan  penuntut  umum  tidak
memperjelas ruang lingkup atau makna dari
kekerasan psikis sebagaimana ditentukan di
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004, padahal rumusan delik dalam suatu
undang-undang, selain merupakan perwujudan
asas legalitas, juga memiliki fungsi unjuk bukti
sebagaimana dikemukakan oleh Hiariej (2012:
37); dan justru adanya perbuatan kekerasan psikis
yang dilakukan oleh terdakwa AW itulah yang
harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara di

pengadilan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004, menentukan bahwa: “kekerasan psikis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnyarasapercayadiri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.” Pasal 7
diformulasikan secara alternatif limitatif, artinya
perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan oleh
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pelaku harus meliputi perbuatan yang berakibat

pada perasaan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat
pada korban.

173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj justru tidak membuktikan perbuatan

Putusan Nomor

terdakwa AW yang berakibat terjadinya
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis berat pada korban
S. Pembuktian secara ilmiah adanya akibat
dari perbuatan AW diperlukan dalam rangka
menemukan kebenaran materiel sebagaimana
yang dituju di dalam pemeriksaan perkara pidana.
Pembuktian adanya perbuatan AW yang berakibat
pada trauma psikis pada S, memerlukan bantuan
pemeriksaan ahli jiwa untuk mengungkap
suatu kebenaran materiel, dan hanya kebenaran
ilmiahlah suatu pembuktian perkara pidana dapat

diterima akal sehat.

Pembuktian adanya trauma psikis dalam
Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj dapat
disandingkan dengan Putusan Nomor 79/PID.
SUS/2015/PT.MDN yang membatalkan Putusan
Nomor 1.255/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang mana
putusan hakim banding berbasis pada kesimpulan
dokter pembuat visum et repertum psychiatricum
yang menyatakan bahwa “korban yang
mengalami depresi ringan bersifat kemungkinan
bukan kesimpulan yang bersifat kepastian, yang
berarti masih ada kemungkinan lain, sehingga
visum et repertum tidak dapat 100% (seratus
persen) merupakan penyebab hal yang dialami

oleh saksi korban.”

Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Kng
berbasis pada keterangan ahli psikologi
berdasarkan Surat Keterangan Nomor 228/PPT-

Sancita/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang
menyatakan, bahwa majelis hakim berpendapat
bahwa “benar terdakwa telah melakukan
perkataan dan perbuatan yang menimbulkan saksi
korban tertekan batinnya sehingga mengalami
gangguan secara psikis.” Putusan Nomor 79/
PID.SUS/2015/PTMDN dan Putusan Nomor
84/Pid.Sus/2017/PN.Kng secara jelas berbasis
pada keterangan ahli jiwa dalam memutus
perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga,
baik dalam menjatuhkan sanksi maupun dalam

membebaskan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj yang menyatakan
bahwa: “perbuatan terdakwa menyebabkan
trauma kepada saksi S” tidak didasarkan pada
keterangan ahli jiwa, sedangkan trauma itu
sendiri dari perspektif ilmu kedokteran dapat
ditinjau dari kondisi cedera fisik atau psikis
seseorang. Trauma yang berasal dari kata Yunani
menurut Reber & Reber (2010: 999) berarti luka;
sedangkan trauma menurut Danis (tt: 635) dalam
Kamus Kedokteran, diartikan sebagai luka atau
cedera, baik fisik atau psikis.

Dari perspektif ilmu jiwa, sebagaimana
disebutkanoleh Reber & Reber(2010: 999), bahwa
trauma adalah “sebuah istilah yang digunakan
bebas, entah bagi luka fisik yang disebabkan oleh
beberapa kekuatan eksternal langsung atau luka
psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi
yang ekstrem.” Apabila merujuk pada fakta
yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa
AW marah, kemudian mengancam dan hendak
membacok S dengan menggunakan sabit; namun

demikian S dapat berlari dan menyelamatkan diri.

Fakta yang terungkap di persidangan dalam
Putusan  Nomor  173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj,

Jelas menggambarkan bahwa tidak terjadi
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pembacokan yang dapat berakibat cedera atau
luka fisik, namun demikian perbuatan terdakwa
AW berupa Sérangan emosi yang ekstrem
dapat dikategorikan sebagai trauma psikis, atau
termasuk dalam lingkup kekerasan psikis dalam
rumah tangga. Merujuk pada fakta yangterungkap
di persidangan, trauma korban S sebagaimana
pertimbangan hakim yang memberatkan, apabila
merujuk pada kamus psikologi, merupakan “luka
psikologis” yang disebabkan oleh serangan emosi
yang ekstrem dari terdakwa AW,

Mengacu pada pendapat Rodliyah & Salim
(2017: 250) sebagaimana disebutkan pada Bab |
huruf D, bahwa: “akibat dari perbuatan kekerasan
psikis adalah tidak menimbulkan penyakit, atay
halangan untuk menjalankan pekerjaan Jjabatan,
atau mata pencaharian, atay kegiatan sehari-
hari”; dan kejahatan kekerasan psikis dalam
rumah tangga dirumuskan sebagai delik materiel
di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004,

formulasi  delik
materiel, yaitu adanya hubungan kausal antara

Konsekuensi yuridis
perbuatan terdakwa AW yang berakibat pada
terjadinya trauma psikis pada korban S itulah
yang scharusnya dibuktikan. Sebagaimana
dikemukakan oleh Hiariej (2016: 166), bahwa
hubungan kausalitas, sangatlah penting untuk
delik-delik yang dirumuskan secara materiel dan
delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya;
hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab
musabab dari suaty akibat, dan dapat saja suatu
akibat muncul dari sekian banyak musabab.

Adanya sebab dari perbuatan terdakwa
AW yang mengancam dan hendak membacok
telah berakibat pada trauma psikis yang dialami
oleh S itulah yang semestinya dapat dibuktikan
di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan

dengan didukung oleh keterangan ahli Jiwa.
Dengan demikian, melalyj pemeriksaan ahli jiwa
dapat disimpulkan adanya hubungan kausalitas,
yaitu sebab musabab dari perbuatan AW yang
telah mengakibatkan trauma psikis pada S, dan
trauma psikis itu sendiri memang tidak muncul
dari musabab yang lain.

Penyebab ter; adinya trauma S atas tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa AW
sebenarnya  berkorelasj dengan  penentuan
pertanggungjawaban pidanadan sanksiyang dapat
dijatuhkan oleh hakim. Tindak pidana kekerasan
psikis dalam rumah tangga dirumuskan sebagai
delik materiel dan dikualifikasikan akibatnya di
dalam Pasal 7 Undang—Undang Nomor 23 Tahun
2004. Akibat yang dilarang dalam Pasa] 7 adalah
adanya rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan/atay penderitaan psikis berat

pada seseorang,

Adanya hubungan kausal antara perbuatan
terdakwa AW dengan trauma psikis korban
inilah yang seharusnya dapat dibuktikan melalui
pemeriksaan kejiwaan. Sebagaimana dinyatakan
pada Bab I huruf D menurut Hiariej (2016:
166), bahwa: “de jeer van de causaliteit atay
teori hubungan kausalitas teramat penting dalam
menentukan pertanggungjawaban untuk delik-
delik yang dirumuskan Secara materiel, karena
akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik.”

Merujuk pada pendapat Hiariej, terkait
173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj, akibat perbuatan yang dikualifikasikan

dengan Putusan Nomor

adalah meliputi rasa ketakutan, hilangnya
rasa percaya dirj, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atay
penderitaan psikis berat pada korban S. Unsur

utama delik itulah sebagai akibat dari perbuatan
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terdakwa AW, yang tentunya harus dibuktikan

melalui mekanisme pemeriksaan ahli jiwa.

Hal ini dapat disandingkan dengan Putusan
Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.MDN, di mana
disebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa,
saksi korban merasa ditelantarkan dan mengalami
depresi ringan sebagaimana dinyatakan dalam
Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 42/
SK/P/VISUM/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013
bahwakorban OS mengalami gangguan campuran
depresifringan. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/
PN.Kng berbasis pada Surat Keterangan
Psikolog Nomor 228/PPT-Sancita/I/2017 tanggal
26 Januari 2017 menyebutkan bahwa akibat
perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami
beban psikologis berat dikarenakan persoalan
rumah tangganya, schingga memerlukan
dukungan psikologis dalam menghadapi dan

menyelesaikan perkaranya.

Merujuk pada Putusan Nomor 79/PID.
SUS/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 84/
Pid.Sus/2017/PN.Kng yang memutus

kekerasan psikis dalam rumah tangga, jelas bahwa

kasus

hubungan kausal antara perbuatan terdakwa
dengan akibatnya berbasis pada keterangan
ahli, baik psikiater maupun psikolog; namun
demikian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj tidak berbasis pada keterangan ahli jiwa.
Padahal, maksud dari delik materiel sebagaimana
dikemukakan oleh Remmelink (Ohoiwutun,
2016b: 77),

menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu,

adalah suatu perbuatan yang

di mana perbuatan tersebut kadang tercakup
dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam

perumusan tindak pidana.

Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj,
telah menggambarkan perbuatan terdakwa AW

yang menyebabkan S mengalami trauma psikis

atau dalam hal ini telah tercakup dan mememuiie
perumusan unsur delik sebagaimana disebutiam
di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undame
Nomor 23 Tahun 2004. Apabila merujuk pads
pendapat Remmelink, sescorang dapat dipidams
karena melakukan tindak pidana kekerasam
psikis dalam rumah tangga, yang secara alternatsf
limitatif dapat menimbulkan akibat berupa
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya.
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang:
dan hal inilah yang seharusnya dibuktikan dalam
pemeriksaan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lm;.

Hukum acara pidana menganut asas actori
incumbit onus probandi, bahwa siapa yang
menuntut, dialah yang wajib membuktikannya;
dan sebagai kelanjutannya berlaku pula asas
actore non probante, reus absolvitur, yaitu
apabila tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus
dibebaskan. Merujuk pada berlakunya asas
actori incumbit onus probandi dan asas actore
non probante, reus absolvitur dalam pemeriksaan
173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj,
terdakwa AW seharusnya dibebaskan apabila

Putusan  Nomor
penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya
trauma psikis yang berbasis pada keterangan ahli

jiwa.

Tindak pidana kekerasan psikis dalam
rumah tangga, sebagai delik materiel melarang
akibat tertentu yang berada pada ranah psikis
atau kejiwaan seseorang sebagai akibat dari
perbuatan orang lain. Dengan demikian,
pentinglah pembuktian adanya hubungan kausal
antara perbuatan pelaku yang berdampak psikis
pada korban. Tidak adanya pemeriksaan ahli
jiwa dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/
PN.Lmj, tentunya tidak dapat membuktikan

kebenaran kondisi kejiwaan korban yang trauma
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